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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENAMEBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERSEROCAN TEREBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG

Menimbanyg

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

h.

WALTEOTA METRO,

. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan  dan

petkembangan  perckonomian  dacrah, maka  perhd
memperkiat kapasitas permodalsn  Perseroan Terbalas
Bank Pembangunan Dacrah  Lampunge  dengan
memantnatkan kekayaan dacrah schagai modal  yang
disertakan pada Persercan Terbatas Bank Pembangunan
Daerah Lampung,

bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat [5) Undang-Uncaog
Momaor 1 Tehon 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan
Pasal 333 ayal (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemenntaban Daerah, sebagaimana  tedah
beberapa kali diubah  rerakhir dengan Undang-undang
Nomor @ Tabun 2015 fentang Perabahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah, penyertaan  modal  pemcrintah
dacrah ditctapkan dalam Peraiuran Daerah;

. bahwa berdasarksan perbimbangan sebagaimana dimaksud

pada hurul a dan hurul b, maka perlu membentuk
Peraturan Dacrah tentang Peambahan Penyertaan Modal
Pemerintah  Daerah  Pada  Perseroan  Terbamas  Bank
Pembanpunan Dacrah Lampung;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tndonesia Tahun
1445

Undang-Undang Nomor ¥ Tahun {992 tentang Perbankan
[Lembaran Negara Repubbik Indonesia Tabun 1992 Neshor
A1, Tambahan Lembaran Megors Bepoblii Indonesia
nomor 3472) sehagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
[Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lombaran Negora Hepublik Indonesia
Mormnor 3790y
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Undanp-Undang Momnor 12 Tahan 1999 lentang
Pemmbentukan Kabupalen Daerab Tmglkat I Way Kanan,
Kabupatce Dacrah Tingkat II Lampung Tionmwr dan
Kotamadya Dacrah Tingkat 11 Metro (bembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik indoncsia Momor 3825);

LUndang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonecsia (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
18998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 3843) sebogaimana  telah divbah
beberapa kali terakhic dengan Undang Undang Nomor 2
Tahur 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 142, tambahan Lembaran Nepora Republik
Indonesia Nomor $901);

Undang-Undang Noswr 28 Tahun 1999 (enlang
Penyelengparaan Negara wyang Bersih dan Debas dari
Rorapsi, Kolusi dan Nepolisine (Lemmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 19499 Nomor 75, Tambahban Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3851);

Unidang Undang Nomor 17 Talue 2003 tentang Ketangan
Negara [Lembaran Negars Republik Tndooesia Tabun 2003
Nomor 47, Tamhahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomer 42H6);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (enlang
Perbendaharaan Negara [Lembaran  Nepgamm  Republik
Indoncsta Tahun 2004 Komor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia nomaor 4355);

Undang Undang Nomoe 15 Tehuan 2004 lenlang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangpung Javwab Eeuanean
Megara [Lemmbaran Negara Republik Indoncsia Taliun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomar <400);

Uindang-Undang  Nomnor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antera Pemermiiah Pusal dan
Pemetrinish Daerab [Lembaran Negara Republik indoncsia
Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 enlang Penctapan
Perataran Pemerintah Pengganti Urndasnp-Undange Nomor 2
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedusa Alas Undang-
LiNdang Nomar 23 Tahon 1994 {emtang Bank Indoncsia
Menjadi Undang-Undang  [Lembaran Negara  Republik
lndonesia Tabhun 2008 Womor 142, Tambahan Lembaran
Mepara Hepublik Indonesia Nomor 4901},
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Undang-Undang Nomor 12 Teahun 2011 lenlang
Pembentikan Peraturan perundang-undangan {Lembaran
Megara BRepublik Indoncsia Tahun 2011 Nomor 82
Tamhahan Lembaran Negara BEepublilke Indonesia Nomor
2434 sebagmmansa lelah diubabh dengan Undang-Undang
Mot 15 Tahun 2019 {Lembaran  Negara Republik
Imdorncsia Tahun 2019 Nemor 183, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014  entsog
Pemernintahian Daerah {Lembaran Megara Repuhlik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tamboahan Lembaran
Negara  Hepublik Indonesia Nomor 5587), sebapaimana
telah diubah beberapa kali, terakbir dengan Undarg-
Umdang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedus
atas Undanp-Undang MNomor 23 Tabun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah [Lembsaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2015 Nomor 58, Tambabun Lembaran
MNegara Republik Indonesia Normor 56749);

- Peraturan Pomerintab Normor 70 Tabwn 1992 lenlang Bank

Umum {Lembaran Megara Repuablik Indonesia Tahun 1992
Numor 90, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indoncsia  Nomor 3655), sebagaimana  telah  diubah
beberapa  kali terakhir dengan Peraluran Pemerintah
Nomor 38 tahun 1998 teniang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tabhun [992 tentang Bank Umum,
sebagaimana telah diubah dengan Peraiuran Pemerintah
Nomor 60 tohun 1996 [Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1996 Nomor 33, Tambahan bembaran
Negara Repuhlik Indonesia Nomaor 3747);

Peramiran Pemerintah Nomoer 39 Tabun 2007 tentang
Pengelolaan  Uang WNegara/Dacrah  (Lombaran  Negara
Republiit Tndonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran MNegara RHepublik Indonesia Nomor 4738):

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tabun 2008 tentang

Invesrasi  Pemermlab {Lembsran Negara Republlik
indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Mumor 49
Tahun 2017 tentang  [Perubahan  Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Invesiasi
Pemerintah [Lembaran Negara Hepublik Indonesiz Tahun
2011 Namaor 124, Tamnbahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5261);

Peratiran Pemerniah Nomor 27 Tahun 2004 Pengelolaan
Barang Milik Negara/Dacrah {Lembaran Negara Repuhllik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 5533);

Peraturan Pemermiuh Nomor 12 Tahun 2017 {entang
Pembinaan dan Penpawasan Penyelenpgparaan
Pemerintahan  Dmerah  (Lembaran MNegsra  Republik
Indonesiy Tahuwn 2017 Nomeor 73, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor G041);
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18.

FEK

20,

Peraturan Pemerinlah Nomor 12 Tahun 2019 fentang
Penpelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik
Indoncsia Tahun 2019 Nomaor 42, Tambahan Lombsran
Megara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Dacrab Tinglat | Lampung Neapor 10047 1964
tentang Pembentukan Bank Lampung Thk sebagaimana
telah beberapa kali dinbah werakhir dengan Peraturan
Dacrah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 1909 (Lembaran
Dacrah Provinsi Daerah Tingkal 1 Lampung Nomor 3
Tahun 19949 Seri D)

Pgraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
Kota Metro (Lembaran Daerah KEota Melro Tahun 2016
MNomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kola Metro Momor
24 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 [Lembaran Dacrah Kota
Metlrn Tehun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
KEota Metro Normoe 9);

Dengan Persetujuan Bersame

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan
WALTEOTA METROD

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH EOTA METRO TENTARG
PENAMEAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERBEROAN TERBATAS BANE PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPUNG.
BARB I
HETENTUAN UMITM
Pasal 1

Dalam Peraiuran Drerah im vang dimaksud dengan @

1.
2.

Daereah adalab Kaola WMeiro,

Petnerintah  Tlaerah  adalah  Walikota dan  peranglkat
daetuals fainnyy stebagm Unsur penyelengzara
Pemerintahan Daerah,

Walileota adalah Walikela Melrno;

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah wvang selanjuthya
disebut DPRD adaliah PPRT: Kola Metro.

Persercan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung
vang selanutnys discbut PT. Bank Pembangunan Daerah
Lamjpning adalah badan uwsaha yang bergerak i bidang
perbarkan.

Penvertaan Modal Daerah adalah sctinp usaha dalam
menvertakan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan
Dacrah Lampung dengan mendapatkan hak kepemililan.
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7. Angparan Pendapatan dan Belanja deerah selanjulnya discbur APBD adalah
Angoaran Pendapatan dan Belanjs Daerah Kota Metro,

EBABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Puasal 2

Maksud penambahan peoyertsan modal duerah adatah upaya meningiatlean
produktifitas dan efektifitas pemanfanian keleayasn milik Dacrah pada PT. Bank
Pembangunan Daersh Latnpung,

Pasal 3

Penvertaan modal heriujuan uniuk .

a.  mengembangkan usaba dan meningkatkan kinega I'T. Bank Pembangunan
Daeraly Lampung;

k. meningkatkan pertumbuban perckonomian masvarakat;
¢, meningkatkan pelavanan masvaralkat; dan

. meningkalkan pendapatan ash dacrah,

BAR 1
BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Paszal 4

(1] Penvertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Dacrah Lampung
vang berupa uang dilaksanakan sesual dengan peraturan poundang-

undangan.
{2] Penyertaan modal Daerah sebagaimanas dimsksud pada ayat {1) diangsarkan
dalaun APBD.
BAR IV
JUMLAH DAN SUMBER DANA
Pasai 5

(1] Jumlabh penvertaan mowlal Deerah kepads PT. Bank Pembangunan Dacrah
Lampung ditetapkan sebesar Rpl0.000.000.000,00 (scpuluh miliar rupiah)
vang disetorkan secara bertahap dalam jangks walcta 5 (lima) tahun scsuai
dengan kemampuan keuangan Jacvall.

2] Jumlah penyertaan modal Dasrsh sebapaimana dimaksud pada avat (1)
cialimulasikan dengan penyvertaan modal Daerah vang tclah disctor pada
FT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Pasal &

sumber dana vang dialokasikan olelhh Pemerinteh Daerah uniuk penyverlaan
modal nersumber dar APBD.

Pasal 7

(1} Dalam hal terjodi keadoon memaksa (force moure) vang mengakibatkan
ketiddakmampuan  keuangan Daerah  toeka  jumlah penyvertaan  modal
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disesuaikan,
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Dalam hal penvertzan modal tidak mencapal jumlah sebagsimana dimaksud
dalam Pasal 6, maka penvertzan modal dapat dilaksanakan pada tabun
danpearan bertlotoya.

BABV
FABILITABI DAR KOORDINASI

Pasal 8

Fawilitasi dan koordinasi dalam rmngka  penyvertaan modal Dacrah
dilsksanakan  oleh  perangkat Dacrah  yang  wnemnbidengi  pengelolaan
kEouangan dan asel Dasrain.

Dalam mejskukan fasilitasi dan koordinasi schagaimnans dimaksud pada ayar
(1) pemerintah Taerah dapar melibathan instansi yang lerkait berdasarkan
peraturan perundang-undangan yvang berlakou,

BAB VI
PEMEBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

wolileoty melakubun pernbinasn tekonis dan penpgendatian terbadap pelaksanaan
penvertaan modal Dasrah sesval dengan ketentuan perundang-undangen.

BAE VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pagal 10
Peraturan Dacrah i mulai herlaku pada tangegal diundangkan,

Apar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perafursn
Dracrah i dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kola Metro,

14 PARAF HIERARKHIS

-
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Ditetapkan di Metro
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P{. SEKRETARI§ DAERAH KOTA METRO,

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR . 9
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MISNAN
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR ] TAHUN 2020

TENTARG

PENAMRAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG

I. UMM

Pelaksanaan oionomi daerah serta peninglatkan pertumbuban
porckomormian daerah memeriukan  upaya upava dan  usaba  untuk
meningkalkan sumber pendapatan daerah. Dalam rangka menumbubkan
perekonormian daerah dan meningkatkan kemampuan pemerineah dacrab
untuk melaksanaken vrusan ramehtongge serte meninglkatkan pelayanan
kepads  musyarakal, maka  perin dilokokan upayva  yang nyvaila dan

. bBertanpgungjawab dalam bentuk usaba-usaha untuk menambah sumber
pendapalan daersh vang sah menurul peratuean perundang-undangan yang
herlalkig.

Hatah sam upava yvang dapat dilakukan vakni memanfaatkcan seoprtimial
mungkin kelayaan milik daerah pada bidang usaba yang menguntungkan.
Penyertaan Modal daerah tersebut dapat dialinkan pada Badan Usabha Milik
Nuerah yang dalam pelaksanaannye sespal kelentuan peratiran perundang
undangan yang herlaku.

Berdesarkan ketentuan Pasal & Undang Undang Momor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan Pemeriintah
Dizerah diamanatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolasn kekayaan daerah vang dipisahkan
dan Fain-lain Pendapatan Azli Daerah yvang sah, make kebipakan suaf
tlserat sanpal diperhirboan.

. Delam rangka pemingkatan PAD Ko Metro, perlu dilakuken  investas
melalui penyertaan modal dajam bentuk uvang danj/atau barang yang dapat
dinilai dengas uang, Pemerintah Daoerah melakuken penyertaan modal
daerah peda Perseroan Terbatas Bank Pembengunan Daerah Provinsi
Lampung. Berdazarkan kajian, telah ditetapkan bahwa penambahan
penyertaan  ndal  Deerah Pemesintah Kota Metro adalah sehesar
Rp 10000000000 [sepuluh miliar mpiah) yang disnggarkan dalam APBD
Kota Metro secara bertahap selama 5 (lima) rahuan.

Sesuai ketentvan Pasal 11 ayat (5} Undang Undang Nomor 1 Tabhun 2004
tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 avat (1} Undang-Undang
Nomor 22 Tabhun 2014 tentang Pemmerintahian Daerab sebagaimana telah
divubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor % Tahun 2015,
penyertaan modal pemerninlall daerab dilelapkan dalam peraturan dacrah,
Berdasarkan perlimbarngan  lersebul, maka perlu membentuk Peraturan
Deeralh Kota Metro tentang Penambaban Penyertasn Modal Pemerintah
Draerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerab Lampung.
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II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Hasal 2

Cubup jelas
Pasal 3

Culup jelas
Pagal 4

At (1)
Yang dimaksud dengan penyvertaan modai berupa vang adalah batas
maksaimal nominal uang vang dapal disetorkan kepada PT. Bank
Pernbangunan Dacrah Lampung,

Avat [2)
Culoup Jclas

Paszal &

Culoup jolas
Pasal &

Culeup jelas
Pasal 7

Ayat {1)

Yang dimmaksud dengan “disesuaikan® adalah, discsuaikan dengan
kemampuan Daerah berdasarkan kesepalatan antara Walikola dan
DPRTL

Aval (3]
Cukup Jelas

Pasal B

Cukup jelas
Pagal 9

Cudoap elas
Pasal 10

Culkoap jelas
Pasal 11

Cukup jclas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ‘51.



